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BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BANYUMAS

NOMOR j £ TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI BANYUMAS NOMOR 1 TAHUN

2011 TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka percepatan pelaksanaan belanja

Negara guna percepatan pelaksanaan pembangunan, perlu
i

inovasi terhadap pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa

Pemerintah yang dilakukan dengan pemanfaatan teknologi

informasi, telah terbit Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun

2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden

Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa

Pemerintah

b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pengadaan

barang/jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten

Banyumas telah ditetapkan Peraturan Bupati Nomor 1

Tahun 2011 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan

Peraturan Bupati Banyumas Nomor 32 Tahun 2012;

c. bahwa dalam rangka percepatan pengadaan barang/jasa

maka peraturan bupati sebagaimana dimaksud pada huruf

b perlu diubah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu
^ menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga

Atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 1 Tahun 2011

tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Lingkungan

Pemerintah Kabupaten Banyumas;



Mengingat

*•

Menetapkan

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 ten tang

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan

Provinsi Jawa Tengah;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);

4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun
2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015
tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden
Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655);

MEMUTUSKAN :
PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS
PERATURAN BUPATI BANYUMAS NOMOR 1 TAHUN 2011
TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Banyumas Nomor 1 Tahun 2011

tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Lingkungan Pemerintah

Kabupaten Banyumas yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Bupati :

a. Nomor 1 Tahun 2012 (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2012

Nomor 1);



b. Nomor 32 Tahun 2012 (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2012

Nomor32).

diubah sebagai berikut :
3

1. Ketentuan angka 11 Pasal 1 diubah dan angka 12 pasal 1 dihapus, serta

ditambahkan 2 (dua) angka yaitu angka 14 dan angka 15, sehingga Pasal 1

berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1 . Daerah adalah Kabupaten Banyumas.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur

penyelenggara urusan Pemerintahan Daerah.

3. Bupati adalah Bupati Banyumas.

4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas yang

terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga

Teknis Daerah, Satpol PP, Lembaga Lain, Kecamatan dan Kelurahan;

5. Kementerian/ Lembaga/ Satuan Kerja Perangkat Daerah/ Institusi, yang

selanjutnya disebut K/L/D/I adalah instansi/institusi yang menggunakan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan/atau Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
•£

6. Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut dengan

Pengadaan Barang/ Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh Barang/ Jasa

oleh Kementerian/ Lembaga/ Satuan Kerja Perangkat Daerah/ Institusi

yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai

diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh Barang/ Jasa.

7. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PA adalah Pejabat

pemegang kewenangan penggunaan anggaran Satuan Kerja Perangkat

Daerah atau Pejabat yang disamakan pada Institusi lain Pengguna

APBN/APBD.

8. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut KPA adalah pejabat

yang ditetapkan oleh PA untuk menggunakan APBN atau ditetapkan oleh

Bupati untuk menggunakan APBD.

9. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK adalah pejabat

yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa.

10. Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya

•» disebut ULP adalah unit yang bertugas menyelenggarakan seluruh

pelayanan pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan Pemerintah dan
penyeleTag&araan perv^adaaxv

barang/jasa pada SKPD.



11. Pejabat Pengadaan adalah personil yang ditunjuk untuk melaksanakan

Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung, dan E-Purchasing.

12. dihapus.
V

13. Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan adalah panitia/pejabat yang

ditetapkan oleh PA/KPA yang bertugas memeriksa dan menerima hasil

pekerjaan.

14. E-Purchasing adalah tata cara pembelian Barang/Jasa melalui sistem

katalog elektronik.

15. Katalog elektronik atau E-Catalogue adalah sistem informasi elektronik

yang memuat daftar, jenis, spesifikasi teknis dan harga barang tertentu

dari berbagai Penyedia Barang/Jasa Pemerintah.

2, Ketentuan ayat (2) Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

(2)Tatacara Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010

tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa

kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor

4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden

Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan

Barang/Jasa Pemerintah.

3. Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai

berikut:

Pasal 14

(1) Paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bemilai

paling tinggi Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan pengadaan

yang dilaksanakan dengan metode Penunjukan Langsung serta

E-Purchasing dilaksanakan oleh Pejabat Pengadaan.

(3) Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung, dan E-Purchasing

dilaksanakan oleh Pejabat Pengadaan.

4. Ketentuan ayat (1) Pasal 20 ditambahkan 1 (satu) huruf yakni huruf e dan 1

(satu) ayat yakni ayat (5), sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

(1) Tanda bukti perjanjian terdiri atas:

a. bukti pembelian;

b. kuitansi;

t c. Surat Perintah Kerja (SPK);

d. surat perjanjian; dan

e. surat pesanan.



(2)Bukti Pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan

Kuitansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, digunakan untuk

Pengadaan Barang/Jasa yang nilainya sampai dengan Rp 20.000.000,00

(dua puluh juta rupiah) dan bermaterai cukup.

(3) Surat Perintah Kerja (SPK) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c,

digunakan untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya

dengan nilai di atas Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sampai

dengan Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan untuk Jasa

Konsultansi dengan nilai di atas Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah)

sampai dengan Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) serta
bermaterai cukup.

(4) Surat Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, digunakan

untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai

di atas Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan untuk Jasa

Konsultansi dengan nilai di atas Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)

dan bermaterai cukup.

(5) Surat Pesanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e digunakan

untuk Pengadaan Barang/Jasa melalui E-Purchasing dan pembelian secara
online,

5. Ketentuan pasal 24 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : pengadaan

barang/jasa yang masih dalam proses sampai dengan Peraturan Bupati ini

diundangkan dilanjutkan sampai selesai sesuai dengan Peraturan Bupati

sebelumnya.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal _Q ] APR 2015

BUPATI BANYUMAS,

a Utama Madya
NIP 19640116 199003 1 009

EER1IABAEMH KABUMEN MM ffi KGMOR $L.

ACHMAD HUSEIN


